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ABSTRAK 
 
ST SORAYA FATIMAH TENDEAN (B11110269), “KAJIAN SOSIOLOGI 
HUKUM TERHADAP PENIPUAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE 
MELALUI SOSIAL MEDIA FACEBOOK” (dibimbing oleh Hasbir 
Paserangi selaku pembimbing I dan Ratnawati selaku pembimbing II) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus penipuan yang 
terjadi dalam transaksi e-commerce melalui sosial media facebook serta 
untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan korban penipuan dalam 
transaksi e-commerce melalui sosial media facebook 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kepolisian Resort Kota Besar , 
PT Bank Bukopin cabang Makassar dan masyarakat sebagai pelaku 
pengguna transaksi e-commerce sosial media facebook. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah: (1) 
Terdapat banyak macam modus penipuan dalam transaksi E-commerce 
dalam media sosial Facebook. Penipuan E-commerce tidak hanya terjadi 
pada buyer saja, tapi juga terjadi pada pihak seller maupun dropshipper 
atau pihak ketiga. Beberapa juga terjadi dengan cara baru seperti arisan 
online maupun tukar barang atau barter secara online. (2) Masih 
kurangnya upaya hukum yang dilakukan korban dalam transaksi e-
commerce sosial media facebook.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu 
yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia 
untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk 
belajar sepanjang hayat. 
Perkembangan teknologi  informasi dan komunikasi menyebabkan 
dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan 
sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, 
walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, 
tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.  
Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
antara lain teknologi dunia maya atau biasa disebut internet 
(interconnection network). Internet sebagai suatu media informasi dan 
komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, 
antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling 
mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jaringan sosial 
seperti facebok, dan termasuk untuk perdagangan. Dengan adanya 
perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang 
dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara 
2 
penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya 
melalui medium internet yaitu world wide web, jaringan umum dengan 
sistem terbuka.  Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media 
internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-
commerce (Ahmad M. Ramli, 2004:1). Transaksi e-commerce 
mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
E-commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa 
yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara 
online dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu dan tenaga 
sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap 
orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui 
internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka 
mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu 
sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak 
pun dilakukan secara elektronik. 
Melalui e-commerce semua formalitas-formalitas yang biasa 
digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya 
konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan 
membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa 
tanpa dibatasi oleh batas wilayah (Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris 
Gultom, 2005:144). E-commerce tidak hanya memberikan kemudahan 
bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam 
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memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan 
waktu. 
Dalam dunia internet saat ini, terdapat banyak situs dan media 
sosial yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-
barang. Salah satunya ialah media sosial Facebook dalam situs 
www.facebook.com yang saat ini Indonesia telah menempati peringkat 
keempat dengan total pengguna Facebook terbanyak di dunia, yaitu 
berjumlah 47. 165. 080 pengguna (http://www.socialbakers.com/facebook-
statistics/ diakses pada hari Rabu, tanggal 4 desember 2013, pukul 19.54)  
Barang-barang yang diperjual belikan di media sosial facebook juga 
sangat bervariasi antara lain pakaian, kebutuhan rumah tangga, 
kendaraan bermotor, alat elektronik, makanan, kosmetik dan lain lain.  
Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja 
dan melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata(Edmon Makarim 
20014:198). Melalui e-commerce, contohnya dalam sosial media facebook 
dimana pihak pembeli (buyer) mengakses internet ke website, dan 
menambahkan pihak penjual (seller) ke daftar teman (friend list), apabila 
pembeli (buyer) telah menemukan barang yang diinginkan, buyer dapat 
mengirimkan penawaran melalui fitur komentar (comment) , pesan 
(message), mengirimkan pesan short message service (SMS) ataupun 
melalui telpon.  
Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah buyer 
melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kepada 
seller. Setelah buyer melakukan transfer uang dan telah melakukan 
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konfirmasi pembayaran ke seller maka seller wajib mengirimkan barang 
kepada buyer. Tapi beberapa seller di media sosial facebook 
membolehkan buyer untuk membayar dengan menggunakan transferan 
pulsa untuk transaksi dengan jumlah kecil. Di kasus lain, terdapat juga 
sistem dimana seller mengirimkan terlebih dahulu barang yang dipesan 
oleh buyer, sebelum buyer mengirimkan sejumlah uang kepada seller. 
Sistem pembayaran jual beli di media sosial facebook juga salah satunya 
adalah Rekber (rekening bersama) yang berarti perantara atau pihak 
ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online 
pembeli .   
Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : 
1) Kesepakatan para pihak 
2) Kecakapan untuk membuat perjanjian 
3) Suatu hal tertentu 
4) Suatu sebab yang halal  
Dalam praktek e-commerce ini, syarat tersebut tidak terpenuhi 
secara utuh. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai para pihak 
dalam perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan benar dan lancar, 
apabila para pihak memperhatikan dan melaksanakan hak dan 
kewajibannya masing-masing. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban 
penjual dan pembeli tersebut diatas, berlaku juga dalam transaksi jual beli 
secara elektronik, walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu 
langsung, namun tetap ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual 
dan pembeli ini harus tetap ditaati. 
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Pelaksanaan transaksi e-commerce dalam prakteknya 
menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya seller yang seharusnya 
bertanggung jawab untuk mengirimkan produk atau jasa yang dibelinya, 
tapi tidak melakukan proses pengiriman. Bagi para pihak yang tidak 
melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan 
ganti rugi. Seperti pada bulan april tahun 2014, telah terjadi penipuan 
transaksi e-commerce yang dimana korban merupakan seller, sedangkan 
buyer ialah pelaku penipuan yang telah melakukan penipuan berupa 
sejumlah baju dan kosmetik, sehingga korban yang dalam hal ini yaitu 
seller menderita kerugian materiil.  
Perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce diatur dalam 
undang-undang 11 tahun 2008 (http://fairuzelsaid.com /diakses pada 
tanggal 25 april 2014, pukul 20.15)  
Melihat kondisi tersebut diatas, maka dengan ini penulis ingin 
melakukan penelitian terkait masalah penipuan dalam transaksi e-
commerce melalui media sosial facebook baik dari segi upaya hukum 
yang dilakukan korban dan modus apa saja yang yang dilakukan oleh 
pelaku penipuan dalam transaksi e-commerce melalui sosial media 
facebook. 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah modus penipuan yang terjadi dalam transaksi e-
commerce melalui media sosial facebook? 
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan korban penipuan 
dalam transaksi e-commerce melalui media sosial facebook?  
 
C. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui modus penipuan yang terjadi dalam transaksi 
e-commerce melalui media sosial facebook. 
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan korban 
penipuan dalam transaksi e-commerce melalui media sosial 
facebook. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat untuk mengenal modus penipuan yang terjadi 
dalam transaksi e-commerce.  
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 
kritikan pada korban dalam transaksi e-commerce untuk dapat 
melindungi diri dengan hukum akan penipuan dalam transaksi 
e-commerce. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Kajian Sosiologi hukum suatu kajian yang objeknya fenomena 
hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial, teori-teori sosiologis 
sehingga sering disalah tafsirkan oleh kalangan non hukum tetapi juga 
dari kalangan hukum sendiri.  
Sosiologi hukum merupakan salah satu ilmu yang secara empiris 
dan analisis memelajari fenomena hukum secara sosiologi. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Achmad Ali (1998:9) bahwa : 
“kajian sosiologi hukum adalah kajian yang diobjeknya fnomena 
hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori sosiologis, 
hingga sering ditasirkan bukan hanya kalangan hukum sendiri. 
Yang pasti, pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum seperto 
ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum, ilmu hukum 
acara dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu 
hukum maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum”.  
 
Lebih lanjut Achmad Ali (1998:11) menjelaskan bahwa : 
“ilmu hukum normatif menekankan bahwa kajian pada law in book, 
hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu berada di dunia 
sollen. Sebaliknya, sosiologi menekankan pada law in actions yakni 
hukum dalam kenyataannya. Hukum sebagai tingkah laku manusia 
yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum memungkinkan 
pendekatan empiris yang bersifat deskriftif sebaliknya ilmu hukum 
menggunakan pendekatan normatif yang bersifat presektif”.  
 
Hukum sebagai objeknya, sosiologi hukum memandang hukum ini 
memberikan gambaran bahwa dalam mempelajari fenomena bukan 
merupakan suatu yang logis atau seharusnya (normatif( tetapi 
memandang hukum sebagai sesuatu yang nyata dalam masyarakat.  
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Pemaknaan sosiologi hukum dapat dimulai dengan menjelaskan 
terlebih dahulu makna sosiologi itu sendiri. Secara terminologi, sosiologi 
berasal dari kata social dan logos. Social dalam bahasa Inggris artinya 
hidup bersama, lawan dari individual, artinya hidup sendiri, dan logos yang 
artinya ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang 
mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara 
manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan 
timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.  
Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai 
objek sosiologis bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar pada 
kebenaran spekulatif (Soerjono Soekanto, 1987:11). 
sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang akan dihubungkan 
satu sama lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan manusia 
secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun, tentang hubungan 
timbal balik dan sebabakibat (casuality) sehingga dampak atau pengaruh 
sosialnya dapat ditemukan. (Beni Ahmad Saebani, 2007:10) . 
Dalam konteks sosiologi, ada lima hal mendasar yang menjadi 
bagian terpenting sebagai disiplin ilmu, yaitu : 
a. Eksistensi masyarakat sebagai objek sosiologi; 
b. Berbagai gejala sosial dan dinamikanya; 
c. Stratifikasi dan kelas-kelas sosial; 
d. Demografi dan perkembangan masyarakat desa dan kota; 
e. Norma sosial yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat. 
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Selo Soemardjan (Beni Ahmad Saebani, 2007:12) mengatakan 
bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses 
sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi didalamnya. Dalam 
kenyataan sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah 
sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula 
pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat, seperti 
ajaran agama mempengaruhi cara hidup masyarakat atau kehidupan 
masyarakat dibentuk oleh institusi agama, dan sebagainya. Semua itu 
merupakan pekerjaan sosiologi, termasuk lahirnya suatu hukum yang 
berlaku dalam kehidupan 
Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup 
suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan 
memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang 
menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu 
yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. 
Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang 
berikut berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya.  
Roscoe Pound (Achmad Ali, 2008:18) memberikan definisi hukum 
sebagai berikut : 
“Law in the sense of the legal order has for its subject relations of 
individual human beings with each other and the conduct of 
individuals so far as they affect other or affect the social or 
economic order. Law in the sense of the body of authoritative 
grounds of … judicial decision and administrative action has for its 
subject matter the expectation or claims or wants held or 
assertedby individual human beings or groups of human beings 
which affect their relations or determine their conduct.”  
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Terlihat bahwa Roscoe Pound membedakan hukum dalam dua arti, 
yaitu sebagai berikut : 
1) Hukum dalam arti sebagai tata hukum yang mempunyai pokok 
bahasan : 
a) Hubungan antara manusia dengan individu lainnya; dan 
b) Tingkah laku individu yang mempengaruhi individu lainnya 
atau yang memengaruhi tata sosial atau tata ekonomi. 
2) Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari 
putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif 
mempunyai pokok bahasan, yaitu harapan-harapan atau 
tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu atau pun 
kelompok yang memengaruhi hubungan mereka atau 
menentukan tingkah laku mereka. 
 
Definisi diatas menunjukkan dengan jelas pandangan yang realistis 
dan sosiologis. Dalam definisi hukumnya, Roscoe Pound menekankan 
bahwa hukum merupakan realitas sosial. Hal itu sejalan dengan yang 
dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus dipandang 
sebagai pranata sosial.  
Definisi Roscoe Pound relevan dengan pandangannya bahwa 
negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum merupakan sarana 
utama untuk merealisasikan tujuan itu. Pandangannya ini menitikberatkan 
tugas hukum untuk kepentingan umum karena kepentingan individu sudah 
cukup diperhatikan oleh masing-masing individu. Namun, dalam 
menunaikan tugas melindungi kepentingan umum, hukum tidak boleh 
merugikan kepentingan individu.  
Menurut Achmad Ali (2008:30-31) definisi hukum adalah : 
“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyrakat 
sendiri maupun dari sumber yang lain yang diakui berlakunya oleh 
otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar 
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diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) 
dalam hidupnya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 
kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang 
sifatnya eksternal.” 
 
Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah 
menurut Achmad Ali adalah : 
a) Harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam 
satu sistem; 
b) Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh warga masyarakat; 
c) Berlaku bagi manusia sebagao masyarakat dan bukan manusia 
sebagai individu; 
d) Kaidah itu bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari 
sumber lain, seperti otoritas negara atau pun dari tuhan (hukum 
agama); 
e) Kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh 
masyarakat (sebagai satu kesatuan) di dalam kehidupan 
mereka, yakni sebagai living law; dan 
f) Harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah 
hukum tersebut, di mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi 
 
Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan 
secara terpidah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang 
dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai 
bentuk kaidah sosial atau norma, etika berpelaku, peraturan, undang-
undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan 
manusia dalam bermasyarakatm bertindak untuk dirinya atau orang lain, 
dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan 
kehidpan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sosiologi hukum 
lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhedap hukum yang berlaku di 
masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab 
lainnya hukum di masyarakat.  
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Menurut Soerjono Soekanto (2003:3) kaidah-kaidah hukum yang 
dibentuk akibat adanya gejala sosial dapat menjadi hukum yang tertulis 
atau tidak tertulis. Hukum atau peraturan yang tertulis dapat dibentuk 
undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadialan, instruksi 
presiden, dan sebagainya, sedangkan peraturan yang tidak tertulis 
merupakan perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional-normatif, 
seperti hukum adat. Sepanjang hukum tersebut menjadi bagian dari 
kehidupan sosial yang befungsi terhadap mekanisme dan tata cara 
masyarakat bertingkah pola maka sosiologi hukum menjadi sangat 
penting untuk dipelajari secara mendalam. 
Sosiologi hukum yang menggunakan pendekatan empiris yang 
bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan 
normatif yang bersifat deskriptif. Di dalam ilmu hukum, makna hukum 
sebagai objeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri, sebaliknya sosiologi 
hukum menempatkan juga hukum sebagai objeknya. Tetapi dengan 
meneropong dari luar hukum hukum dengan menggunakan konsep-
konsep berbagai ilmu hukum.  
Seperti yang disampaikan oleh Samuel Mermin (Ahcmad Ali , 
1998:12) bahwa : 
“hukum bagi penganut empiris dipandang bukan sekedar sebagai 
sesuatu yang logis saja melainkan yang lebih penting bagi hukum 
merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan.” 
 
Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum ini, harus 
dikemukakan enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum 
sebagaimana oleh Roscoe Pound (Ahcmad Ali, 1998:14-17) yaitu : 
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1. Studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata 
hkum maupun doktrin-doktrin hukum,  
2. Studi sosiologi berhubungan dengan studi hukum dalam 
mempersiapkan perundang-undangan telah diterima sebagao 
dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum, tapi tidak cukup 
hanya membandingkan undang-undang itu sama lain. Hal yang 
lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakat 
perundang-undangan itu.  
3. Studi para sosiologi hukum itu di tunjukan bagaimana membuat 
aturan hukum menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan hampir 
secara keseluruhannya dimasa silam. Kita telah mempelajari 
pembuatan hukum dengan sangat rajin. Hampir dari seluruh 
energi dari sistem peradilan kita digunakan di dalam mencoba 
konsistensi, logika dengan sangat seksama body of president, 
tetapi kehidupan hukum ada di dalam pelaksanaanya. Studi 
sains yang serius tentang bagaimana membuat agar sebanyak-
banyaknya dari buku tahunan kita yang merupakan hasil 
perundang-undangan dari interpretasi pengadilan itu efektif.  
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang 
doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetepi efek 
sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan masa 
silam dan bagaimana memprodukkan mereka. Malahan hal itu 
menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu 
tumbuh di luar dari kondisi sosial, ekonomi dan psikologis. 
5. Bahwa para sosiologis hukum menekankan pada penerapan 
hukum secara wajar atau patut (equitable application of law) 
yaitu memahami aturan sebagai panduan umum bagi hakim, 
yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana 
hakim diberi kebebasan untuk memutus setiap kasus yang 
dihadapkan kepadanya. 
6. Terakhir, menitikberatkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum. 
 
Karakteristik Sosiologi Hukum semakin jelas jika memperhatikan 
apa yang dikemukakan oleh Achmad Ali (1998:17), bahwa: 
“Untuk dapat memahami permasalahan yang di kemukakan dalam 
kitab ujian ini dengan seksama orang hanya dapat melakukan 
melalui pemanfaatan teori sosial  mengenai hukum. Kehadiran 
hukum ditengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal 
penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-
pengertian, menentukan sibjek-subjek yang diaturnya, maupun 
bekerjanya hukum itu dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya 
dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai 
istilah “sebab-sebab sosial” maka sebab-sebab yang demikian itu 
hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan yang budaya, 
politik, ekonomi, atau sebab sosial lainnya”.  
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Vilhem Aubert (Achmad Ali, 1998:17) menjelaskan pula 
karakteristik an kegunaan sosiologi hikum.  
“sociology of law is where viewedas branch of generalsociology it 
should not be over looked, however that sociology legitimately may 
also be viewed as an auxiliary of legal studies, an aid on executing 
the task of legal profession Siciological analiysis of phenomena 
which are refulated by law. My ais legislator of even the courts ini 
making decision. It’s important for them critical function of sociology 
as law, as an aid in enchancing the legal profession awareness of it 
function in socie” 
 
Vilhem aubert memandang sosiologi hukum merupakan cabang 
sosiologi hukum. Ia seharusnya tidak mengabaikan bahwa 
bagaimanapun, secara logis sosilogi dapat dipandang sebagai alat 
pembantu dari studi hukum. Analisis sosiologi tentang fenomena-
fenomena yang diatur oleh hukum dapat membantu para pembuat 
undang-undang dalam membuat putusannya. Dan yang benar-
benar penting ialah fungsi kritis dari sosiologi hukum, sebagai suatu 
penolong dalam meningkatkan kesadaran kaum profesional hukum 
dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya. 
 
Penting pula diketahui apa yang dikemukakan oleh Soetandyo 
Wingnosoebroto (1974:96) bahwa : 
“... ilmu hukum pun dapat dibedakan ke dalam dua bidang 
spesialisasi ini. Disatu pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti 
sebagai skin in system (studi mengenai law in book) sedangkan 
dipihak lain hukum pun dapat dipelajari dan diteliti sebagai skin out 
system (studi mengenai law in actions). Di dalam studi ini, tidak 
dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan 
tetapi sebagai suatu institusi sosial cara riil berkatain dengan 
variabel-variabel sosial yang lainnya”.  
 
Agar jelas lebih mengenai karakteristik sosiologi hukum berikut 
pandangan Satjipto Rahardjo (2000:326) sebagai berikut:  
1. Sosiologi hukum memberikan penjelasan terhadap praktek-
praktek hukum. Apabila praktek-praktek itu dibedakan ke dalam 
pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan maka ia 
juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-
masing kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum bertujuan 
untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, 
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sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar 
belakangnya dan sebagainya. 
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris 
(empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.  
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum 
sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. 
Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan 
penjelasan tergadap objek-objek yang dipelajarinya.  
  
Jadi sosiologi hukum bukanlah sosiologi hukum, itulah sebabnya 
sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang yuridis dan bukan 
seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiologi hukum 
pertamaharus membaca , mengenal, dan memahami berbagai fenomena 
hukum sebagai kajiannya. Namun, setelah itu dia tidak menggunakan 
pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis 
fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri keluar dan 
menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sial dari luar  (Achmad Ali, 1998:18) 
Melangkah kepada objek utama dari sosiologi hukum, maka 
Achmad Ali mengemukakan secara garis besar beberapa objek utama 
kajian sosiologi hukum (1998:19) yaitu: 
a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black 
(1976:2-4) sebagai goverment social control. Dalam kaitan ini 
sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah 
khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan 
ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum 
dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh 
pemerintah saat pemerintah melakukan pengendalian terhadap 
perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar 
ketentraman dapat terwujud, oleh karena itulah, sosiologi hukum 
menjadi hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosiol 
dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh 
pemerintah melalui alat Negara). 
b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut oleh suatu 
proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai 
makhluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah 
sosial yang ada didalam masyarakatnya. Mencakup kaidah 
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moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya dan dengan 
kesadaran tersebut diharapkan dengan itu maka tampaknya 
sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu 
proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga 
memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif. 
c. Objek hukum sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi, yaitu 
stratifikasi yang dapat di temukan dalam suatu sistem 
kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas bagaimana dampak-
dampak stratifikasi sosail itu terhadap hukum dan pelaksanaan 
hukum.  
d. Objek bahasan utama lainnya adalah pembahasan tentang 
perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan 
perubahan masyarakat serta hubungan timbale di antara 
keduanya. 
 
Dalam mempelajari fenomena hukum di dalam masyarakat dapat 
digunakan tiga macam pendekatan, yaitu: 
1. Pendekatan moral mencakup hukum dalam suatu arti yang 
berkerangka luas.  
2. Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-
konsep hukum dan hubungannya yang independent dengan 
asas-asas dan nilai hukum. 
3. Pendekatan sosiologis berusaha untuk mengembangkan 
pengetahuan yang berakar dengan mengkomperatifkan studi 
hukum dan masyarakat. Pendekatan sosiologis menganalisis 
mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat di bawah 
kondisi yang berbeda-beda. 
.  
Sosiologi hukum menggunakan berbagai teori dan konsep untuk 
menjelaskan berbagai masalah sociolegal melalui observasi dan 
pendeskripsian yang cermat. Sosiologi hukum utamnya menitik-beratkan 
tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. 
Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi 
sosial terhadap hukum dan bagaimana pengaruh sosial terhadap hukum 
dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat (Achmad Ali, 1998:51-
63). 
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Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana 
hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum 
menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang 
berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan 
sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi 
masyarakat (Achmad Ali, 1998:34) 
Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum 
sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai 
yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama adalah hanyalah 
pada memberikan penjalasan terhadap objek yang dipelajarinya. 
Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-
olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang 
menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, 
bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati 
hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan memberikan 
penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata (Satijpto Rahardjo, 
2000:326). 
Sosiologi hukum utamanya menitikbertakan tentang bagaimana 
hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum 
menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang 
berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan 
sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi 
masyarakat. 
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B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan 
1. Pengertian Penipuan 
Dalam kamus umum Bahasa Indonesia Disebutkan bahwa tipu 
berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur 
(bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, 
mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara 
menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang 
terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu 
disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat 
diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan  seseorang 
yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau 
mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.  
Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari  
segi hukum sampai saat inibelum ada, kecuali yang dirumuskan  dalam 
KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu  defenisi 
melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu  perbuatan 
sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat 
dipidana.  
Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai 
berikut : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan 
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 
utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan 
dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”  
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Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara 
maksimum empat tahun tanpa alternatif denda.Jadi, delik penipuan  
dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada 28  delik 
penggelapan ada alternatif denda.Oleh karena itu, penuntut umum yang 
menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus 
mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan  primair, 
sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan.Menurut Cleiren 
bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya 
akibat (gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat (gedragsdelicten) atau 
delik komisi (Andi Hamzah, 2010:112). 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 
Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. 
Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan 
dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. 
Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrogatau 
perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrogatau perbuatan orang adalah 
Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka 
tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu : 
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau  orang 
lain secara melawan hukum.  
Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari 
pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini 
adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih 
membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. 
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Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan 
dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa 
keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.  
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak 
penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, 
tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).  
1) Nama Palsu 
Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan 
nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat 
kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama 
dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat 
dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit 
dusta.  
2) Tipu Muslihat 
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
sedemikian rupasehingga perbuatan tersebut menimbulkan 
kepercayaan, keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada 
orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan 
perbuatan atau tindakan. 
3) Martabat atau Keadaan Palsu 
Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana 
seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam 
suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak 
kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.  
21 
4) Rangkaian Kebohongan 
Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat  
penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 
Maret 1926, bahwa (Bastian Bastari, 2011:40) : 
“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai 
kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa 
dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain 
sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu 
gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”  
 
Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun 
sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara 
logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat 
atau membenarkan kata orang lain.  
5) Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu 
barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.  
Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan 
barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat 
penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh 
Hoge Raad dalam Arrest 25 Agustus 1923, bahwa :  
“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara  upaya 
yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud  dari itu. 
Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat 
penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup 
terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena 
dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi 
yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normalsehingga 
orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu 
harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga 
orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”  
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C. Transaksi E-Commerce 
1. Pengertian Transaksi E-commerce 
Pada transaksi jual beli online (e-commerce), para pihak terkait 
didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu 
bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan 
sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) 
disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam 
dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.  
Transaksi e-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut 
konsumen (consumers), manufaktur  (manufactures), service providers,  
dan pedagang perantara  (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-
jaringan komputer yaitu internet (Sutan Remy Sjahdeini, 2009 : 283).  
Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus 
Badrulzaman memberikan definisi e-commerce sebagai berikut : 
“electronic commerce, or E-Commerce as it is also known is a 
commercial transactions between a vendor and purchaser or 
parties in similiar contractual relationships for the supply of goods, 
sevices or the acquisition of “right”. This commercial transaction is 
executedor entered into in an electronic medium (or digital medium) 
when the physical presence of the parties is not required. And the 
medium exits in a public network or system as a opposed to a 
private network (Closed System). The public network or system 
must be considered an open system (e.g the internet or the world 
wide web), the transactions are concluded regardless of national 
boundaries or local requirements” 
 
(Transaksi e-commerce adalah transaksi dagang antara penjual 
dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil 
alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital 
medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini 
terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet 
atau World Wide Web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas 
wilayah dan syarat nasional.) 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari 
e-commerce, yaitu : 
a. Ada kontrak dagang 
b. Kontrak tersebut dilaksanakan dengan media elektronik 
c. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan  
d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik 
e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW 
f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional. 
2. Jenis-Jenis Transaksi E-Commerce 
Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli 
secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen 
saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini (Edmon Makarim, 
2004:227) :  
a. Bussines to bussines, transaksi yang terjadi antar perusahaan 
dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah 
perusahaan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini 
dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama 
lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk  menjalin 
kerjasama antara perusahan itu.  
b. Bussines to customer, transaksi antara perusahan dengan 
konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara 
umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. 
Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. 
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Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena 
sistem ini sudah umum dipakai dikalangan masyarakat. 
c. Customer to customer, transaksi jual beli yang terjadi antara 
individu dengan individu lain yang akan saling menjual barang. 
d. Customer to bussines, transaksi yang memungkinkan individu 
menjual barang pada perusahaan. 
e. Customer to government, transaksi jual beli yang dilakukan 
dengan pemerintah, seperti dalam pembayaran pajak.  
Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu 
transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan 
individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan 
perusahaan dan bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya 
para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk 
dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum 
jual beli.   
3. Para Pihak dalam Transaksi E-commerce 
Transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang 
terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas 
transaksi yang dilakukan. Artinya, aoakah semua proses transaksi 
dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan 
secara online. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara online, mulai 
dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.  
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Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M.Arief 
Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat 
dalam transaksi e-commerce terdiri dari (2005:152-154) : 
1. Penjual (merchant), yaitu perusahaan/produsen yang 
menawarkan produknya melalui internet.  
2. Konsumen,yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk 
melalui pembelian secara online. 
3. Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan 
pembeli) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan 
penerbit). Perantara penagihan adalah perantara yang 
meneruskan tagihan kepada peberib berdasarkan tagihan yang 
masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang atau jasa. 
4. Issuer, perusahaan credit card yang menerbitkan kartu 
5. Certification Authorities, pihak ketiga yang netral yang memegang 
hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada 
issuee dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada card 
holder. 
Apabila  transaksi e-commerce tidak sepenuhnya dilakukan secara 
online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, 
sementra pembayaran tetap dilakukan secara manual, maka pihak 
acquirer, issuer, dan certification authority tidak terlibat di dalamnya. 
Di samping pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya 
tidak secara langsung dalam transaksi e-commerce yaitu jasa pengiriman 
barang. 
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Fenemena transaksi e-commerce ini kemudian berkembang 
menjadi sebuah tren bisnis yang melahikan salah satu metode penjualan 
terbaru yaitu dropshipping. Dropshipping mirip dengan metode penjualan 
eceran, uniknya pelaku dropshipping (dropshipper) tidak perlu menyimpan 
atau memiliki produk secara fisik. Dropshipper menjalin kerjasama bisnis 
dengan perotangan atau perusahaan grosip (wholesaler), yang 
merupakan pemasok dar produk yang dijual oleh si dropshipper. Seluruh 
permintaan produk yang didapat daru pembeli diteruskan kepada 
perusahan grosir. Pihak perusahan grosir inilah yang nantinya akan 
mengirimkan pesanan kepada pembeli.  
Yang dilakukan seorang dropshipper  hanyalah menyebarluaskan 
informasi produk kepada konsumen. Ketika dropshipper mendapatkan 
pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada grosir (supplier). 
Dropshipper hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu 
menyetok produk.  
 
D. Social Media Facebook 
1. Pengertian Social Media 
Social media adalah sebuah media online, dengan para 
penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 
menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dam dunia virtual. 
Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling 
umum digunakan oleh dihunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. 
Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010:59) mendefinisikan 
media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasi internet yang 
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membangun di aas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang 
memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. 
Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk 
majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, 
foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan 
menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran 
sosial, media kekayaan) dan proses sosial (self-presentasi, self-
disclosure) Kaplan dan Haenlein ( 2010:68) menciptakan skema klasifikasi 
untuk berbagai jenis media sosial, ada enam jenis media sosial yaitu : 
1. Proyek Kolaborasi, yaitu website mengijinkan usernya untuk 
dapat mengubah, menabah, ataupun meremove konten-konten 
yang ada di website. 
2. Blog dan microblog, yaitu user lebih bebas dalam 
mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun 
mengkritik kebijakan pemerintah. 
3. Konten, para user dari pengguna website ini saling mengshare 
konten-konten media, baik seperti video, ebook, gambar dan 
lain-lain.  
4. Situs jejaring sosia, yaitu situs yang mengizinkan user untuk 
dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi 
sehingga dapat terhubung dengan orang lain.  
5. Virtual game world, dunia virtual yang dimana mengreplikasiakn 
lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar-
avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain 
selayanya di dunia nyata. 
6. Virtual Social world, dunia virutal yang dimana penggunanya 
merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world. 
Berinteraksi dengan yang lain. Namun, virtual social world lebih 
bebas, dan lebih ke arah kehidupan. 
 
Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja 
namun bisa keberbagai banyak orang. 
b. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu 
Gatekeeper 
c. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding 
media lainnya. 
d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. 
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Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua 
orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media 
seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan 
tenaga kerja yang banyak, maka lain halna dengan media. Seorang 
pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial 
dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa 
biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. 
Pengguna media sosial dengan bebas mengedit, menambahkan, 
memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai model 
content lainnya.  
Media sosial adalah mengenai menjadi manusia yang saling 
membagi ide, bekerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, 
berfikir, berdebat, menemukan orang yang biasa menjadi teman baik, 
menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, 
menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain 
kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri 
sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial 
berkembang pesat.  Tak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan 
kebutuhan menciptakan personal branding. 
2. Facebook 
Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan 
pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook.Inc. 
Pada september 2012, facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna 
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aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam 
(www.nytimes.com, diakses pada tanggal 25 februari 2014 pukul 12.17). 
pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah 
itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain 
sebagai teman, dan bertukaran pesan, termasuk pemberitahuan otomatis 
ketika mereka memperbarui profilnua. Selain itu pengguna dapat 
bergabunf dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, 
diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau 
ciri khas lainnya, dan mengelompokkan tman-teman mereka ke dalam 
daftar seperti rekan kerja atau teman dekat.  
Facebook didirikan oleh Mark Zuckenberg. Pengguna dapat 
membuat profil dilengkapi foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi, 
kontak dan informasi pribadi lain. Pengguna dapat brkomunikasi dengan 
teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur 
obrolan. Mereka juga dapat membuat dan bergabung dengan grup 
ketertarikan dan halaman kesukaan, beberapa di antaranya diurus oleh 
banyak organisasi dengan maksud beriklan. 
Facebook mengizinkan pengguna mengatur privasi mereka dan 
memilih siapa saja yang dapat melihat bagian-bagian tertentu dari profil 
mereka. Facebook membutuhkan nama pengguna dan foto profil (jika 
ada) agar dapat diakses oleh setiap orang. Pengguna dapat mengontrol 
siapa saja yang dapat melihat informasi yang mereka bagikan, juga 
menemukannya melalui pencarian dengan memanfaatkan pengaturan 
privasi. 
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Di sosial media facebook sendiri gratis untuk pengguna yang 
mengambil keuntungan melalui iklan atau melakukan transaksi e-
commerce. Di Indonesia, mayoritas pelaku transaksi e-commerce 
melakukan kegiatannya di sosial media facebook ini. Beberapa komunitas 
atau biasa disebut group muncul akibat berkembang pesatnya transaksi e-
commerce. Beberapa group yang berkembang merupakan group yang 
beranggotakan korban-korban penipuan dalam transaksi e-commerce. 
Adapula group yang berkembang dan memiliki peranan sebagai mediator 
antara pelaku penipuan dan korban penipuan.  
 
E. Pengertian Cyber Crime 
Kejahatan dunia maya atau cyber crime adalah istilah yang 
mengacu kepada aktivvitas kejahatan dengan komputer atau jaringan 
komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. 
Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan 
lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence 
fraud, penipuan identitas, pornografi anak (Andi Hamzah, 2013:6)  
Percepatan teknologi semakin lama semakin supra yang menjadi 
sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua transaksi 
dan aktivitas masyarakat informasi. Internet merupakan simbol material 
embrio masyarakat global. Internet membuat globe dunia, seolah-olah 
menjadi seperti selembar daun kelor.  
Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat 
tinggi. Dalam era ini, informasi merupakan komiditi utama yang 
memperjual belikan sehingga akan muncul berbagai network dan 
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informasi perusahaan yang akan memperjual belikan berbagai fasilitas 
bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai 
hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. 
(http://ogapermana.com/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurut-para-
ahli_11.html/ diakses pada hari rabu, tanggal 16 april 2014, pukul 15.51) 
Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya 
mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan 
komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk 
kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer 
digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. 
 Cybercrime juga terjadi pada dunia perbankan, penyebab dari 
cybercrime perbankan yaitu bermotif masalah perekonomian sasarannya 
adalah uang. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan Teknologi 
informasi (TI) kejahatan dalam dunia juga semakin banyak dan 
berkembang sehingga meresahkan masyarakat, termasuk dunia 
perbankan 
Cybercrime yang sering terjadi adalah crading. Jika dulu pelaku 
crading lebih mengincar barang-barang yang bernilai jual tinggi dan 
langka, tapi sekarang ini mengincar uang. Sebagai contoh, sekarang ini 
telah marak carding untuk perdagangan saham secara online. Misalnya 
Pelaku carding yang berasal dari Indonesia bertindak sebagai pihak yang 
membobol kartu kredit, dan hasilnya akan digunakan oleh mitranya yang 
berada di luar negeri untuk membeli saham secara online. Kemudian 
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keuntungan transaksi itu ditransfer ke sebuah rekening penampungan, 
lalu hasilnya dibagi lagi ke rekening anggota sindikat tersebut. 
Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai alat 
adalah spamming dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan 
intelektual. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai 
sasarannya adalah akses ilegal (mengelabui kontrol akses) , 
malware dan serangan DoS. Contoh kejahatan dunia maya di mana 
komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan 
contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya 
adalah pornografi anak dan judi online. 
Jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya 
(http://www.zainalhakim.web.id/jenis-jenis-cybercrime.html diakses pada 
tanggal 25 april 2014, pukul 10.24) 
1. Unauthorized Access to Computer System and Service yaitu 
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke 
dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa 
izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan 
komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan 
(hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun 
pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada 
juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk 
mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki 
tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan 
berkembangnya teknologi internet/intranet. 
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Kita tentu tidak lupa ketika masalah Timor Timur sedang 
hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, 
beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker 
(Kompas, 11/08/1999). Beberapa waktu lalu, hacker juga telah 
berhasil menembus masuk ke dalam database berisi data para 
pengguna jasa America Online (AOL), sebuah perusahaan 
Amerika Serikat yang bergerak dibidang e-commerce, yang 
memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesian Observer, 
26/06/2000). Situs Federal Bureau of Investigation (FBI) juga 
tidak luput dari serangan para hacker, yang mengakibatkan 
tidak berfungsinya situs ini dalam beberapa waktu lamanya. 
2. Illegal Contents yaitu Merupakan kejahatan dengan 
memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu 
hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar 
hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya 
adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan 
menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal 
yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu 
informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan 
propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan 
sebagainya. 
3. Data Forgery yaitu Merupakan kejahatan dengan memalsukan 
data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai 
scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya 
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ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan 
membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya 
akan menguntungkan pelaku. 
4. Cyber Espionage Merupakan kejahatan yang memanfaatkan 
jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata 
terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan 
komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan 
ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen 
ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem 
yang computerized. 
5. Cyber Sabotage and Extortion Kejahatan ini dilakukan dengan 
membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap 
suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer 
yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini 
dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus 
komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, 
program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat 
digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa 
kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan 
tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki 
data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang 
telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. 
Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber-terrorism. 
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6. Offense against Intellectual Property Kejahatan ini ditujukan 
terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain 
di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web 
page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu 
informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang 
orang lain, dan sebagainya. 
7. Infringements of Privacy Kejahatan ini ditujukan terhadap 
informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi 
dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap 
keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir 
data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila 
diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara 
materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor 
PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. 
8. Cracking Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer 
yang dilakukan untuk merusak system keamaanan suatu 
system computer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan 
anarkis begitu merekan mendapatkan akses. Biasanya kita 
sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker 
dimana hacker sendiri identetik dengan perbuatan negative, 
padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan 
percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat 
berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan 
rahasia. 
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9. Carding Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi 
computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan 
card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut 
baik materil maupun non materil. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan 
permasalahan yang akan penulis teliti pada penyusunan skripsi ini, 
penulis akan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, selaku instansi hukum yang menangani tindak penipuan dalam 
transaksi e-commerce. Penulis juga akan melakukan penelitian pada para 
pelaku transaksi e-commerce melalui sosial media facebook, dalam hal ini 
pihak Bank yang berwenang, korban penipuan transaksi e-commerce  dan 
terkhusus di beberapa grup facebook yang bertindak sebagai mediator 
antara pelaku dan korban.  
  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah 
sebagai berikut : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi dengan 
pihak-pihak serta objek yang terkait dengan permasalahan yang 
akan diteliti. 
2. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi dengan 
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pihak-pihak serta objek yang terkait dengan permasalahan yang 
akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui 
penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field 
research).  
1. Penelitian Pustaka (library research)  
 Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), 
penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, surat kabar, 
internet, majalah atau peraturan-peraturan yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (field research)  
 Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research), penulis 
menempuh dua cara, yaitu : 
a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk 
tanya jawab yang secara langsung kepada responden dan 
narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara baik 
kepada pihak kepolisian, pihak bank dan juga korban 
penipuan transaksi e-commerce dalam media sosial facebook. 
b. Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan interaksi langsung dengan objek yang akan diteliti, 
dalam hal ini memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  
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D. Analisa Data 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena 
penelitian yang dilakukan ingin mempelajari masalah-masalah dalam 
suatu masyarakat, juga hubungan antar fenomena, dan membuat 
gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada.  
Datanya kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif 
adalah data yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu fakta yang 
terjadi, sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang 
sebenarnya dalam penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Modus Penipuan dalam Transaksi E-Commerce Sosial Media 
Facebook. 
Transaksi E-commerce kini merupakan bentuk transaksi 
perdagangan yang sangat sering digunakan oleh para pelaku usaha, 
karena sangat praktis dan cepat. Para pelaku usaha dapat melakukan 
semua prosedur perdagangan hanya melalui sosial media Facebook saja 
Transaksi E-commerce yang terjadi dalam media sosial Facebook 
dari hari ke hari semakin menunjukkan peningkatan yang significant. Para 
pelaku dari transaksi e-commerce datang dari berbagai kalangan, 
pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa dan para siswa yang notabene 
nya masih dibawah umur yang bila kita lihat syarat sah perjanjian 1320 
KUHPerdata antara lain : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang 
mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui 
antara pihak-pihak. 
Unsur kesepakatan (Mariam Darius Badrulzaman, 2006:98) : 
1) Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang 
menawarkan. 
2) Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang 
menerima penawaran.  
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b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan hukum. 
Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang 
yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum. 
Dalam pasal 1330 KUH Perdata diterangkan orang-orang yang 
tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu: 
1) Anak di bawah umur atau belum dewasa, 
2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, 
3) Istri. 
Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang – Undang Nomor 
1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963 (Salim HS, 
2003:165). 
c. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian Pasal 1332 
sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata (Mariam Darus 
Badrulzaman, 2006:104).  
d. Suatu sebab yang halal  
Suatu sebab ialah terlarang apabila bertentangan dengan undang – 
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa 
pelaku transaksi E-commerce yang menurut dari pasal 1320 KUHPerdata 
tersebut masih di bawah umur yang berarti tidak memiliki kecakapan 
dalam melakukan perjanjian jual beli. Ini membuktikan transaksi E-
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commerce masih sarat dengan berbagai pelanggaran yang dimana 
membuat transaksi E-commerce ini rawan akan berbagai macam bentuk 
pelanggaran hukum. Dalam penelitian yang penulis lakukan, menurut dari 
sebagian korban penipuan yang peneliti wawancara menyebutkan bahwa 
pelaku penipuan yang menipu korban masih duduk dibangku sekolah, itu 
berarti masih kurangnya pengamanan dan pengawasan dalam transaksi 
e-commerce dalam sosial media facebook sehingga anak dibawah umur 
menjadi pelaku penipuan. Menurut sebagian korban penipuan, seperti 
saudara Lisa yang menyadari kecerobohan untuk bertransaksi dengan 
online shop yang memiliki track record yang buruk, ia mengaku tergiur 
harga yang murah sehingga terjadi kesepakatan.  
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa 
modus penipuan yang saat ini sering dilakukan dalam transaksi E-
commerce, yaitu : 
1. Penipuan yang dilakukan oleh seller terhadap buyer dengan 
modus seller mengirimkan nomor rekening beserta jumlah uang 
yang harus ditransferkan. Biasanya dalam kasus ini, seller 
mengunduh foto barang/jasa ke dalam akun facebooknya, 
barang/jasa yang diunduh tersebut biasanya merupakan 
barang/jasa fiktif yang memang bertujuan menipu buyer. Dalam 
beberapa kasus yang penulis teliti, kebanyakan seller yang 
melakukan penipuan semacam ini berakhir dengan tutup akun 
(closed account). 
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2. Penipuan yang dilakukan seller terhadap buyer dengan modus 
yaitu seller melakukan arisan online. Dengan iming-iming 
mendapat hasil yang menggiurkan, salah satu korban yang 
mengalami hal ini, yaitu Facebook User dengan nama Liani 
Kawati menyatakan bahwa seller meyakinkan korban dengan 
sangat meyakinkan dan juga memberi iming-iming palsu 
kepada korban sehingga korban menjadi tergiur dan membayar 
sejumlah uang ke seller. Dalam kasus saudari Liani Kawati ini, 
korban tertipu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). 
3. Penipuan yang dilakukan seller terhadap buyer dengan modus 
pembelian menggunakan pulsa. Seller disini tidak meminta 
uang terhadap korban, tapi meminta pulsa kepada korban. 
Dalam penelitian korban, pelaku yang melakukan penipuan 
seperti modus ini tidak ingin identitasnya diketahui.  
4. Penipuan yang dilakukan buyer terhadap seller dengan modus 
buyer merupakan pembeli tetap di online shop seller, penipuan 
ini berlandaskan rasa percaya seller terhadap buyer.  
5. Penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu dropshipper 
dengan modus buyer melakukan transaksi dengan dropshipper. 
Dropshipper meminta kepada buyer untuk mentransfer 
sejumlah uang ke rekening produsen. dropshipper meminta 
barang tersebut dikirim ke alamatnya sendiri, bukan ke alamat 
buyer. Modus ini bertujuan untuk melakukan penipuan dengan 
menjelekkan reputasi produsen sehingga korban disini 
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beranggapan pemilik nomor rekening yang ia transfer adalah 
pelakunya. 
6. Penipuan yang dilakukan buyer/seller dengan sistem barter 
atau trade. Pelakunya bisa di antara salah satu pihak, dengan 
modus melakukan transaksi tukar barang/jasa, tapi salah satu 
pihak melakukan wanprestasi.  
Berikut adalah hasil kuisioner dengan pelaku transaksi E-
commerce: 
Tabel 1 
Persentase modus penipuan dalam transaksi E-commerce 
 melalui sosial media Facebook . 
 
No Hasil Penelitian Persentase (%) 
1. 
Penipuan yang dilakukan oleh seller 
terhadap buyer dengan modus seller 
mengirimkan nomor rekening miliknya 
beserta sejumlah uang yang harus 
ditransferkan. 
59,1% 
2. 
Penipuan yang dilakukan seller terhadap 
buyer dengan modus yaitu seller 
melakukan arisan online. 
4,5% 
3. 
Penipuan yang dilakukan seller terhadap 
buyer dengan modus pembelian 
menggunakan pulsa. 
9,1% 
4. 
Penipuan yang dilakukan buyer terhadap 
seller. 
9,1% 
5. 
Penipuan yang dilakukan oleh pihak 
ketiga yaitu dropshipper. 
13,6% 
6. 
Penipuan yang dilakukan buyer/seller 
dengan sistem barter atau trade 
4,6% 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan 
mewawancarai korban transaksi E-Commerce menunjukkan bahwa tidak 
selamanya korban ialah buyer , seller maupun dropshipper pun tidak luput 
dari objek penipuan.  
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B. Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Penipuan Transaksi E-
Commerce dalam Media Sosial Facebook. 
Dalam praktek transaksi E-commerce, terdapat beberapa undang – 
undang yang dapat dikaitkan dengan transaksi ini seperti undang- undang 
nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga Undang-
undang RI Nomor 11 Tahun 2008. Di Indonesia perkembangan teknologi 
komputer dan informasi serta perkembangan bisnis melalui internet atau 
e-commerce ini belum diikuti dengan pengaturan hukum yang memadai 
dalam bentuk perangkat perundang-undangan yang mengaturnya secara 
khusus. 
Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa ketidak-seimbangan 
antara produk-produk hukum yang ada dengan kemajuan teknologi 
modern yang demikian pesat menyebabkan aktivitas di internet khususnya 
dalam e-commerce menjadi sangat rawan dengan permasalahan hukum.  
Berikut ini kuisioner penulis dengan korban penipuan transaksi E-
commerce : 
Tabel 2 
Tanggapan responden terhadap upaya hukum yang dilakukan dalam 
transaksi e-commerce. 
 
No. Jumlah responden Upaya hukum yang dilakukan 
1. 2 orang 
Melakukan upaya hukum dengan 
melaporkan ke kepolisian. 
2. 6 orang 
Melakukan upaya hukum dengan 
melaporkan ke kepolisian untuk 
meminta surat keterangan untuk 
diberikan ke pihak bank. 
3. 14 orang Tidak melakukan upaya hukum 
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Berdasarkan dari tabel diatas, dua dari dua puluh dua responden 
melakukan upaya hukum dengan melaporkan ke kepolisian, dari hasil 
wawancara yang penulis lakukan terhadap kedua korban tersebut, penulis 
mengetahui bahwa kedua korban tersebut telah mencabut laporan 
tersebut di kepolisian. Alasan keduanya juga sama, yaitu pelaku penipuan 
telah mengganti kerugian yaitu sejumlah uang yang sama dengan total 
kerugian yang korban alami. Hasil dari wawancara dari kedua korban 
tersebut menyebutkan, selain melaporkan ke kepolisian mereka juga 
menyebarkan identitas dan link url profile facebook pelaku, sehingga 
menimbulkan sanksi sosial.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menyebarkan 
kuisioner terhadap pelaku transaksi e-commerce, kebanyakan dari 
responden lebih memilih untuk tidak melakukan upaya hukum dengan 
berbagai alasan.  
Berikut ini adalah tabel 3 dari hasil kuisioner dengan korban 
transaksi E-commerce : 
Tabel 3 
Tanggapan responden yang tidak melakukan upaya hukum. 
 
No. Jumlah responden Alasan tidak melakukan upaya hukum 
1. 4 
Tidak ingin berurusan dengan pihak 
kepolisian 
2. 8 Jumlah yang dirugikan tidak terlalu besar 
3. 2 Lain-lain 
 
Korban mayoritas lebih memilih untuk tidak melakukan upaya 
hukum dengan berbagai alasan, mereka lebih percaya sanksi sosial 
sudah dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penipuan. Misalnya 
saja Ika, seorang wiraswasta yang memilih tidak melakukan upaya hukum 
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karena tidak ingin berhubungan dengan kepolisian karena jumlah uang 
yang dirugikan tidak terlalu besar, ia lebih memberi sanksi sosial dengan 
cara menyebarkan url profile facebook pelaku, ia lebih berpendapat sanksi 
sosial lebih berdampak untuk membuat jera si pelaku. Lain hal nya 
dengan Shabina, seorang mahasiswa yang tidak melakukan upaya 
hukum karena malas berhubungan dengan kepolisian walaupun jumlah 
uang yang dirugikan merupakan jumlah uang yang besar.  
Sebelumnya, aturan e-commerce merujuk pada UU No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan munculnya 
Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni ,pertama 
pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka 
hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum 
transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya 
tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait 
penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi 
pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan 
dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce mempunyai 
basis legalnya. Dokumen elektronik untuk kasus penipuan transaksi e-
commerce di media sosial facebook sendiri yaitu berupa bukti percakapan 
dalam pm (private message) dalam facebook. Dalam beberapa kasus juga 
bukti percakapan dalam bentuk SMS (short message service) ataupun 
dalam blackberry messanger.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak 
kepolisian yang berwenang wilayah Makassar yaitu bapak Arifuddin 
(diwawancara pada tanggal 3 September 2014), menyatakan bahwa: 
“ kebanyakan korban yang melaporkan adanya tindak penipuan di 
transaksi e-commerce media sosial facebook mayoritas meminta 
surat keterangan untuk korban masukan ke pihak bank. Beberapa 
dari korban melaporkan pelaku ke pihak kepolisian, tapi seiring 
dengan berjalannya waktu mayoritas dari mereka mencabut 
laporannya dengan alasan bahwa pihak pelaku telah 
mengembalikan uang korban yang dirugikan.” 
 
 Seperti dalam kasus Liani, yang mencabut laporannya 
dikarenakan pelaku telah mengganti dengan sejumlah uang kerugian yang 
diderita oleh liani. Lain halnya dengan Lisa, ia lebih memilih untuk 
melaporkan ke kepolisian agar mendapat surat keterangan dari pihak 
kepolisian agar bisa dilanjutkan ke pihak bank yang bersangkutan. 
Menurut dari kedua korban tersebut, mereka beranggapan sanksi sosial 
juga sangat berjasa untuk membuat efek jera bagi si pelaku, karena 
menurut mereka selain sanksi hukum, sanksi sosial juga dapat membantu 
mereka untuk mendapat kembali hak mereka dan juga untuk memberi 
informasi terhadap pelaku transaksi e-commerce bahwa misal pelaku 
penipuan dari online shop A merupakan penipu. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pihak bank 
Bukopin Makassar, Bapak Gunawan (diwawancara tanggal 5 september 
2014) mengemukakan bahwa : 
“Kebanyakan dalam kasus penipuan di Internet, dalam hal ini 
korban meminta untuk menutup rekening pelaku. Beberapa dari 
korban yang meminta penutupan rekening tersebut kemudian 
mencabut permintaan tersebut, dengan alasan bahwa hak mereka 
telah dibayarkan oleh pelaku.” 
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Cara seperti pemblokiran rekening bank ini yang sekarang menjadi 
langkah paling populer yang dilakukan korban penipuan transaksi E-
commerce ini. Seperti yang diungkapkan salah satu korban penipuan 
transaksi e-commerce di media sosial facebook Banu, ia beranggapan 
beberapa pelaku tidak cukup hanya diberikan efek jera dengan sanksi 
sosial, tapi juga harus ada efek jera yang lebih nyata, salah satunya 
pemblokiran rekening pelaku, agar si pelaku tidak dapat menggunakan 
uang yang terdapat di dalam rekeningnya. Pelaku hanya bisa 
menggunakan kembali rekeningnya jika pelaku telah memenuhi 
kewajibannya terhadap korban agar korban dapat mencabut laporan 
pemblokiran di pihak bank.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat banyak macam modus penipuan dalam transaksi E-
commerce dalam media sosial Facebook. Penipuan E-commerce 
tidak hanya terjadi pada buyer saja, tapi juga terjadi pada pihak 
seller maupun dropshipper atau pihak ketiga. Beberapa juga terjadi 
dengan cara baru seperti arisan online maupun tukar barang atau 
barter secara online.  
2. Di Indonesia perkembangan teknologi komputer dan informasi serta 
perkembangan bisnis melalui internet atau e-commerce ini belum 
diikuti dengan pengaturan hukum yang memadai dalam bentuk 
perangkat perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus. 
Undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang 
tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan dua hal 
penting yakni ,pertama pengakuan transaksi elektronik dan 
dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum 
pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat 
terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan 
yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait 
penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi 
pidananya sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat 
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terjamin. Akan tetapi korban mayoritas lebih memilih untuk 
melakukan sanksi sosial dibanding sanksi hukum kepada pelaku 
penipuan transaksi E-commerce. Selain itu, pemblokiran terhadap 
rekening pelaku penipuan transaksi E-commerce juga memberikan 
dampak dalam membantu mendapatkan kewajiban korban kembali.  
 
B. Saran 
1. Hendaknya para seller, buyer, dropshipper dalam transaksi E-
commerce media sosial Facebook sebelum melakukan transaksi 
harus teliti dalam memilih pihak yang bisa diajak bekerjasama. Para 
pelaku sebelumnya harus mengecek track record dari online shop 
atau indivual tersebut memiliki catatan yang bagus atau buruk 
sehingga dapat meminimalisir terjadinya penipuan. 
2. Sebagai korban penipuan dalam transaksi E-commerce di sosial 
media Facebook hendaknya mengambil langkah melakukan upaya 
hukum. Karena dapat mengurangi pelaku penipuan dalam E-
commerce. Selain sanksi sosial, sanksi hukum juga dapat semakin 
memberi efek jera bagi pelaku penipuan.  
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